KEPALA DESA PENER KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENER
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANC

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PENER KECAMATAN TAMAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENER,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 avat (3) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa;

. bahwa wuntuk menentukan arah dan tujuan dalam

pembanginan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa
Pener, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan
desa yang dilakukan melalui forum musvawarah
perencanaan - pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap
tahun berdasarkan RPJM-Desadan dikukuhkan secara

resmi dengan Peraturan Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pener

Kecamatan Taman Kabupaten Pemmalang Tahun 2020,

l. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Eepublik Indonesia Taliuo 1950 Nomwr 42,
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Undatsg-Undang MNomor 17 Tahun 2003  tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Eepublik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negarg
Eepubhk Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
FPerenicanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Meogara Republik Indonesia Nomer 1121);
Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimmbatigan Keuangan Antara Pemermtah Pusat Dan
Pemenntahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 4438);
Undang-undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
{Lernbaran Mogara RBeopublih Indoncsia Tahuo 2014
Nomer 7, Tambahan Lembaran WNegara Rapublik
Indonesia Nomor 5495

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah [Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5587)
zcbagaimana  ielah  divbah  beberepa kall  terabhr
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas TIndang-Undang Nomoer 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2679);

Peraturan Pemenintah Momor 32 Tahun 1050 tontang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undeng Nomor 8
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Neomor 123, Tambedan
Lembaran  Mogaras Reopubhk indoncsia Nomoer
3539} sebagaimana telah digbah heberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2019



10,

11.

12,

13,

14.
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eatang Pongbahan KEedua Atss Poraturan Peomcrintsh
MNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran MNegara Republik [ndonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesin Nomor 6321}

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomeor 114 Tahun
2014 tontang Pedoman Pombangunan Desa {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten PFemalang Nomer 24
Tahun 2008 t&nt&ng Rencana Pembangunan Jangka

[Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009
Nomor 1],

Peraturan Daerah Kehupaten Femalang Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

o

Pomalang Momor B);

Peraturan Deerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun
2016 tfentang Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaren Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016
Nomaor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang MNomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangks
Menengah Dacrak Kabupaten Pemalang Tahan 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016 Nomor 12, Tambahsn Lembarant Daerahb
Kabupaten Pemalang Nomor 12);

Feraturan Bupati Pemalang Nomor 1186 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanzan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan DI Deoss [Lembaren
Daerah kabupaten Pemaiang Tahun 2016 Nmot 116);



15, Peraturan Bupad Pemalang Momer 17 Tahun 20138
tentang Daftar I{ﬂl—mnangs_n Cesa Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan Kewenangan Loital Berskala Desa Di
Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten
Pernalang Tahun 2018 Nomaor 17);

17. Peraturan Dess Pener Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Eencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa)l Poner Tahun 2016 2021,

18, Peraturan Desa Pener Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang (Lembaran Desa Pener Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3],

Dengan Kesepakaten Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENER
dan
KEPALA DESA PENER

Pt EMUTU S !":J"t Mo

Menetapkan : PERATURAN DE3A TENTANG RENCANA KER.JA
PEMERINTAH DEEBEA PENER  EKECAMATAN  TAMANM

KABUFATEN FEMALANG TAHUN 2020.

BABI
KETENTUAN UMUM

Fazal 1

Dalatm Peraturan Desa ind yvang dimaksud dengan ¢
Desa adalah Desa Pener
2. Pemerintahan Desa padelah Penyvelenggaraan Urusan Pemenntahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam =istemn Pemenntahan Negara
Kesatuan Eepublik indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pener dibantu Perangkat Desa
Pener sebhagal unsur Penyelenggars Pomerintshan Desa

4. Xepala Dess adalah Kepala Desa Pener ;
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10,

11.

12,

13,

Perangkat Dess Peonoradalah Perangkat vang membantu Kepala Desa
Penerdalarm melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari
Zelretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis danz Unsur
Pelaksana Kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjuthya disingkat BEFD adaelah
Badan Fermusyawaratan Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten
Femalang ;

Musyawarah Doaa yong vang sclanjitnya  disingkatMusdesadalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh  Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyvepakati hal vang bersifat strategis,
Musyawarali Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnye di
singkatMusrenhangdes adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masvarakat vang
disclenggarakan olch Pomerintah Dreza wntuk smcnetaphan  priciitas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembanguman Deaa yang didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat
Desa, danfatan  Anggaran Pendapatan  dan Belanja  Daerah
Kebupaten fKota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupatan Pemalang
yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah
Rencana Pembangunen Jangks Monengsh Kabupaten Pemalang Tahun
2016-2021.

Rencans Pembangunan .Jangka Menengah Desa vang selanjutnya
disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Perier Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Desa vang selanjutnya disingkat RKP-Desa
adalal Penjabaran dari RPJMDeza Peneruntuk janghka waktu 1 [satu]
tahuss,

Anggaraty Pendapatan dan Betanja Desa vang selanjutnya AFPB Desa
adalah rencana kenangan tehunan pemerintahan desa yvang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Alokasi Dana Desa vang selanjutnya disingkat ADD adalah datia
perimbangan  vang diterima kabupaten/kota dalarm  Anggaran
Pendapatan dan Brlanja Dacrah kabupaten fkots sciclah dikurangi Dane

Alokasi Khusus.

'.i....
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16,

17,

18,

Dana Desa adatal dang vang ersumberkan deri Anggaran Pondapatan

dan Belanja Negara vang diperuntulkan bagi Desa vang ditranafer
melalaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan
digunakan untuk memibiayai penyelenggaraan — pemerintahan,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasvarakatan  den
pemberdarasn masyatrakat.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yvang diinginkan
pada akhir periode percncanaa.

Mizi adalah rumusan umum  mengenal  upaye-upayva yang akan
dilakasanakan untuk mewujudkan visi,

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan vis dan misi.

Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan vang diambil oleh Pemerintah

Desa untuk mencapal tUjuan.

BAE 1
TATA CARA PENYUSUNAN DAN FENETAFPAN RKF DEBA

Pasal 2

(1] Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasatkan hasil kesepakatan

dalam musyawarah Desga.
(2] Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling lambat
dilaksangkan pada bulan Juni tehun anggaran berjalat,

Fasal 3

Perencanaan  pembangusiat, Desa  scbagaimana  dimakaugd dalam

Pasal 2 menjadi pedoman bag Pemerintah Deza dalam menvusun

rancangan RKP Desa, dan dafiar usulan RKF Desg.

Pasal 1

(1] Dalam menyusan  dan  RKFP DPesp,  Pemerintah  Desa wajib
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara
partisipatif.

(2] Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur

masvarakat Desa.

AN



13

{H

{2

(1)

[2}

3]

i)

=]

{7

¥

Rancangan RNP Drosa schagaimana dimsksud pada ayat {1] dibahas
dalam musvawarah perencanaan pembangunan desa.

Rancangan RKP Desa  scbagaimana  dimaksud  pada  ayat  [3)
memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
Rancangan EXP Desa sebagaimana dimaksud pada avat (4] merupakan
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 [satu} tahumn,

Pazal 3

RKF Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran

dari RFJM Desa untuk jangks waktu 1 [satu) tahun.

REF Dega sshagsimana dimalsud pada ayat {1} memuat rencana

penyelenggaraan  Pemerintabhan Desa, pelaksanagn pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayvaan masyarakat Desa.

RKF Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [2) paling =sedikit bensi

uTAlan:

a. Evaluasi pelaksanaan RKF Desa tahun sehelumnys;

b. Pripritas program, kegiatan, dan anggaran desa vang dikelpla oleh
Desn;

c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalu:
kerja sama antar desa dan pthak ketigs,

d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan

e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa
gan/atayu unsur masvarakat dosa.

RKP Desa sebagaimang dimaksud pada ayat {3] disusun oleh Pemerintah

Desa sesuai denpan informasi dati pemerintabh  daerah  kabupaten

berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah,

pemerintah daerah provinsai, dan pernerintah daerah kabupaten.

RKP Desa mulal disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tabun

berjalan.

REKP Deaz ditctapkan daagan Peraturan Dess.

EKP Desa menjadi dazar penetapail APB Dess

Paaal &

Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa

kepada pemerintah daerah kabupaten,

T



(2] Dalamm hal terieotu, Pomenntah Dwesa dapat mengusualkan kebutukan
pembangunan desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi,

[ Uaulan kebuituhan pembangungn Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} harys mendapatkan persetujuan bupat.

(4] Datam hal bupati memberikan persetujuan, wusulan sebagaimena
dimaksud pada avat (3] disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah
dan/atay pemerintah daerah prowvinsi.

(5] UVsulan Pomerinteh Dosa scbagaimena dimeksud pada avat (1) dan ayat
(2] dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

{6} Dalamn hal Pemernntah, pemenntah daerah provinsi, dan pemenntah
daerah kabupaten meoyetijui usuylan sebapaimana dimaksud pada ayat
{1} dan avat {3), usulan fersebut dimuat delam REP Desa {ahun
berikutnya.

Paaal 7

(1) RKF Desa dapat diubah dalam heal:
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana atam, Krisis politik, krisis
elkonomi, danfataun keruauhan sosial yang herkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan  mendasar atas  kebijakan  Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

(2] Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibahas dan
disepakati dalam muayvawarsh perencanaan pembangunan Desa dan

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAK MI
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA

Paanl 8

{1} Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk
mengambil keputusan dalam ferum Musrenbang Desa.

(7} Mekanigme pengambilap leputugan dalam forum Musrenbang Desa
dalam perencanaan pembangunan Desa berdasackan musyawarah dan

mufalat,



BAE IV
EKP-Desga

Fasal 9

Sistematika RKP Desa disusun acbagal berilkout
PENDAHLULUAN

BABI

BAR II

EBAE II

BAB IV :

BAEB Y

1.1
1.2,
1.3,
1.4
1.5,
1.6.

Latar Belakang
Dasar Huioum
Tujuan dan Manfaat
Vizi Migi Desa
Progses Peninusunan
Sistematika

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1.
2.2,
2.3,

Kebijakan Pendapatan Desa
Kebijakan Belanja Desa
Kebijakan Pembiayaan

EUMUSAN PRIVEITAS MASALAH

3.1

3.2,
3.3,

3.4

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKFP Desa
Tahun 20172

Identifikasi Masalah berdasarkan EPJM Desa,

Identifikasi Masalah herdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Supra Desa

Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan

Daturat

RUMUZAN PRIORITAS PREOGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANCGLINAN DESA

4.1.
4,2,

4,3,

4.4,

Prioritas Prograin dan Kegiatan Skala Desa

Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasatr
daii Pemermtah dan PemenntahDaerah

Prioritas Program dan Kegiatan 3kala Kerjasama Antar
Desa dan Pihak Ketiga

Paga Anggaran Sementara

PENUTUFP

Lampiran Pendukung .
1. Matrik Program % Kegiatan Skala Desa Tahun 20240,
2. Program dencean Kogatan Pembanguinan yang inedsuk ko desa,
3. Daftar Usulan RKP Desa [DURKP Desa) Tahun 2021



Pagu Indilkatif Desa {PID)

Berita Acara Musrenbangdes REP Desa.
Catatan dan LaporanMusrenbangdes
Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
Daftar hadir,

Undangan Musirenbangdes dari Kepala Desa

=

-Berita Acara Hasil Penyusunan Fancangan RiKP Desa,
. Daftar hadir Tim Penyusun dan Pembina th Deaa
Undangan dari Ketua Tim Penvusun RKPDes

13. Matrik Rancangan RKP Desa

14 5K Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penvusun RKPDes 2020
15, Berita Acara Musdes RKF Desa.

146. Catatan dan Laporan Musdes

17. Daftar hadir

18 Undangan MMusdes dari Ketua BPD

159 Rencana Anggaran Biayva (RAB)

20, Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan

21, Foto Musdes RKPDesa

22, Fota Musrenbangdes RKPDesa

23, Foro Renicana Usulan Kegiatan dalam RKFDes 2020,

=
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Pasat 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa {RKF Desa)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahlian

dati Peraturan Desa ini

Paszal 11

(1) EKP-Desa Tehun 2020 mendadi pedoman Pemerintah Desa  dalam
penyusunan APE Desa tahun anggaran 2020,

(2] REKP-Desa Tahun 2020 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan selurub
pemangku kepentingan di desa  sesual kewenangannya  dalam

melaksanakan pembangunan desa tahun 2020
Pasal 12

EKF-Desa  wajih  dilaksanalan oleh Femerintah Desa dalam  rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa.

1™
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BAB IV
KRETENTUAN PENUTUR

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pener Kecamatan

Taman Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pener
pada tanggal 4 November 2019

e
o
'R RLLE N B,

. KEPALA DESA PENER,

- i

Diundangkan di Pener S :
pada tanggal 5 November 2019

LEMBARAN DESA PENER KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 5
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